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bedindaksetaku dan atas nama Pemedntah t(óupaten Purbdirqga.

DYAH HAYUNING PRATIWI S,E, B.Econ , Mtrl.
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Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

; H.R BAIEAI-ùG.RAYYAI-U, -S,H.: Ketua ÐPRÐ Kabupaten Puröalingga

: Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga

: H. AtllAll WALIYUDIN, S.E., il.Si.
: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
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sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas narna Dewan Penrakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusuîan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara

ÐPRÐ dengan Pemedntah Ðaerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TAAA2.



Berdasarkan hal tercebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang

meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadidasardalam penyusunan Pdoritas dan Plafon Anggaran

Sementara dan APBD'f A2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat unfuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Tahun Anggaran2022.

Purbalingga, 15 Oktober 2021

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,

PIMPINAN

DEWAN PERVIIAKII-AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA
selaku

PIHAK KE II,

H. AMAN WALIYUDIN. S.E.. M.Si.

KETUA

H¡. TENNY JULIAWATY. S.E.

WAKIL KETUA

H. ADIYUWONO. S.H.
WAKIL KETUA

t DY I{AYUNING ÞRÑru, S.E., B.Eco n.,Tü.M.(¡



I. PEI{DAHULUAN

A. túrBêhkrg

Undang-Undang Nomor 2STahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) mengatur tata cara perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka

panjang, jangka menengah rnaupurì.percneånâÍur tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta

masyarakat datari proÉÊs perencmaan pernbangunan diwuiudkan melatui rnekanisme

musyawæah perenc¿maan pembangunan dalam rangkapenyusunan RencanaPembangunan

Jangka Panþng Daeratr (RPJPDJ, Rencana Pemöangunan Jangka {ù{ênengah Daerah

'(RPJMD)-serta Rencana Kerþ Pernerintah Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun fr2.telahditetapkan dengan Peraturan Bupati

lllomor60 Tahun 2021 ffiæÌg Rencana Kerþ Penerint* Ðaerah Kabupaten FurbalingpÞ

Tahun 20n. ru<PD telsebut selanjuhya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Keöij*an tinum Arlggarãì eemryam dan Behnþ'Dãeråh {KUA)'serh F¡iorihdan Plafon

Anggaran Sementæa (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2422

merupakan tahun pertama dalam pentú4m Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerafr {RPJMD) l(dt4d€n Ptlrbdirryga Tdãm 2021 -2A2ß. Td$n pertã$a rneniditú:4m

penting untuk menentukan langkah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai

target lima, tatrunan dãlârTl peynbangnrnan jangka, m,enengah RPJt/tÐ 202t-2026, dengan

mendasarkan pada hasil evaluasi target dan capaian pembangunan jangka menengah

sebelumnya {fr1:&2021)serÞænændalianpelalsaraæ?embangffiãr"pãda't*urì 2021.

Penyusunan KUA dan PPAS dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara Perencanaan Pembangiunan dengan Pengølokasian Anggaran dalam

dokumen APBD. KUA berisikan tentang Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan

miayæn'Dætrah, png diseirtaidengãr æumsiæsns¡ yæg n€ndasãinya unfuk pedode

1 (satu) tahun, sebagai perincian lebih teknis dari RKPD. Dengan tenusunnya KUA Tahun

Anggaran N22, maka proses pencry*an tujuan dær smær pernbargunãÌ rneHui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat menjadi lebih

{erarahdglefektif.

B. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022anlara fain untuk:
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1. Menyediakan penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD sebagai

pedoman dalam penyusunan PPAS T ahun Anggæan 2022;

2. Meningkafl<an efektifitas dan efisierni pelaksanaan Anggar"n Pendapatan dan Belanja

Daerah ddarn peneapaian tuþan dan sasaran pernbangunan;

3. Mewujudkan tertib administrasipengelolaan keuangan daerah sesuaidengan peraturan

perundangan yang berlaku; dan

4. Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanþtan antara eksekutif dan legislatif

khususnya dalam r.angka penyusunan RAPBD.

C. DasarHukumPenyusunan

Dasar hukum yang menjadi fandasan dalam penyusunan Kebiiakan Umum APBD

Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

1. 'Undang-undangNomorlTTahun2$3tentang KeuanganNegara (LembaranNegara Rl

Tahun 2003 l{omor 47, Tambahan Lembæan Negara Rl l\,l,omor 4286};

2, Undang-undang Nomor 25 Tahun 200¿[ tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

I{æimd {Lembaran-Negara Rl Tahun 2004l'tomsr tr,04, Tambdmn læmbaræ î{egam

RlNomor442l);

3. Undang-undang ltlomor 33 Tahm' 20Sf tentang' Fedmbangan Ketmngan æÉara

Pemerintah Pusat dan Pemerinbhan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor

I 26, T'arnbafian Lemabaran ùtegara Rl'tromor4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Rf T,dnm æ14 Nor{Ìor zAa, TamMran Lembaran hlegara R} l$ornor 5584

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

ffiãr¡g Perubahil K€fua A1æ tJnda¡g-undæg Nornor 23 Tãhun 201tt {entang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara RepÉffi lrdo{Esb Flonpr5679)î

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Kaøgm'Dasdr (l-'enùanær l{€gara Rl Tdrrm 2S1'91*qrffi42, Tsnbslwr Lernbaran

Negara RlNomor6322);

6, Feraturan Daerah Kahpaþn Pi¡rbalirWa lWrm 01 TftrÌ 2009 ffiarq Rer¡carÌa

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2ffisl2025

{Lernbaræ Daerdì X*upaten FurHirgga Tahm 2009'$tonpr 0 1 ) ;

7. Peraturan Daerah lGbupaten Purbalingga Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana

ffirgunan'Jangka hlenengah Daeratr Kabupaten Purbalingga Tdtun 2On - n%
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(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor B, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Furbalingga hlomor 26);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang

SbteJn lnfornasi Pernedntahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang

Klasifikasi, Kodefikas¡, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah;

10. Ferâtur,æ Menftri Þlæ l.lp4eri'Nqnor 77 T-ahun 2020 bntang Pedsman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peratur,an Menbrt Ðala¡,Neæ¡i'hlomor27 Tatrun 202t tentang ffinnn Perryueman'

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2022;

12. Fe¡ahræ 8rÐati Furbalingga ltsrnor,60 Tahun 2021 letang,Rencana,Kerþ Femerinbh

Daerah Kabupaten Purbalingga T ahun 2022.

a
J



II. KERAilGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebiiakan EkonomiDaerah

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang

bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Purbalingga selama lima tahun semakin

membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten

Purbalingga terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun,

seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Purbalingga selama selama periode waktu empat tahun terakhir (201C

2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten

Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana

mengalami konhaksi minus 1.23 persen.

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga, Provinsidm Nasional

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
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Sumber: RKPD Kabupaten PurbalinggaTahun 2022

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan

pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pertumbuhan yang tinggi menjadisalah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomisecara riildaritahun ke tahun tergambardari pertumbuhan PDRB atas

dasarharga konstan. Pertumbuhan ekonomiKabupaten Purbalingga sepaniang empat tahun

terakhir berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional,

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2020,1aju pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Purbalingga bertumbuh antara 4.85o/o pada tahun 2016 dan 5.65% pada
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tahun 2019. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomitertinggipada lapangan usaha informasi

dan komunikasi sebesar 1 L65 %. Laju pertumbuhan teltinggi ledua yaitu' kategori usaha jasa

perusahaan sebesar 10.95 0/o. Diikuti dengan kategori jasa lainnya sebesar 9.23 o/o,

tansporÞsi dan perydary¿n,sebesa9.12 %,'jasa'ær.didikan sebesar 7;M o/o, indusfi

pengolahan 7.33o/o,jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.99 %, perdagangan besar

daneæræ¡;reparasirnoHdæsepedarneûsrseÞsr6:50Y¿, kmdrukstsebesar6.2ïTo,ræl

estate sebesar 5.69 %, pengadaan listrik dan gas sebesar 5.62Yo,pengadaan air. pengelolaan

smrpdì, tirTúah *an dasr dang seüesa53E % dæ dükut¡ l4angan usha lrang lain yang

mengalamipertumbuhan dibawah 5 %.

Namt¡n, fdmpat( pandemic'Covid.l'9 pada tahun 2Ð20 menyebabkan ffirapã
lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di

ffibufæn ftnhalinggalenrÞma pda sektrr lqanp usaha TrarporÞsi dan Pergudaagan,

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda [rlotor serta Konstruksi.

PerhrlÌbuhan PÐRts Kabtrytrn pw¡atinggadæi Tahun ß17 srrpd¡ dengan 2020

dapat dilihat pada tabel berikut :

Hrynhfian ffil(ahlptsn Antanrygn Tdwn 20fG 2020

2020

1.91

4.71

-4.24

3.24

0.81

-2.91

4.08

-30.09

-1.81

10.11

1,62

4.01
-2.83

-0.23

-0.22

6,15
-6.16

.123

2019

1.54

4.52

7.33

5.62

5,38

6.25

6.50

9.12

10.06

11.65

3.63
5.69

10.95

3.74

7.64

6.99
9.23

5_65

2018

4.05
4.80

5.13
4.79

6.73

5.82

5_56

5.08

8.51

12.80

3.50
5.92
9.77

3.54

7.80

876
9.61

5-42

2017

2.13

1.01

5.99

4-63

6.80

9,35

6-44

6.31

ô+6

15.95

527
6.08

9.13

1.97

7.31

9.29
9.25

537

Lapangan Usaha

Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan

Pertambanqan dan Penqqalian

lndustri Penqolahan

Penqadaan L¡strik dan Gas

Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah

Limbdrdan Ðan Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi lttrobil dan Seæda Motor
Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum

lnformasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asur€nsi
RealEstate
Jasa Perusahaan

AdministrasÌ Mahan.
Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib
Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Keqiatan Sosiâl
Jasa lainnya

Frod¡k Domest¡k Reg¡onal Bruto

A.

B.

c.
D.

E.

F

G

H

t.

J

K.

L.
M.N

o.

P

0.
R.S.T.U

Sumber: RKPÐ Kabupaten PurbalínggaTahun 2022

PDRB suatu daerah dibagi dengan þmlah penduduk pada pettengahan tdrun yang

tinggal didaerah tersebut maka akan dihasilkan PDRB per kapiÞ. PDRB per kapita Kabupaten

Purbalingga Tahun nI6 -2V2t dapat diliM pada tabelberikut ini:
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PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang

tinggal di daerah tersebut maka akan dihasilkan PDRB per kapita. PDRB per kapita

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rp.) 20f 6 '2020

Komponen 20f6 x!17 mß 2{r19 nm
NilaiPDRB
. ADHB 19 16 21 23.190 24.91 25.081

- ADHKTahun2010 14.8 15.61 1 71 1 7 17.17

PDRB

- ADHB 21 1

16,980,547

1.011.425

17.331.681

1.003.246

16,700,144

985.543

16.333,154

955.865

15,588,825

950.4tt2

- ADHKTahun2010

Jumlah Penduduk

Sumber : RKPD Kabupaten PurbalinggaTahun 2022

Pada tahun 2020 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai

24,798,270. Sedangkan PDRB ADHK 2010 per kapita tGbupaten Purbalingga mencapai

16,980,547. Apabila diperhitungkan dengan harga konstan (ADHK Tahun 2010) dari tahun

2016 - 2020 pertumbuhan PDRB perkapita berada pada kisaran 4 hingga 5 % setiap

tahunnya. Berbeda pada perhitungan atas dasar harga berlaku yang memperhatikan adanya

perubahan harga (inflasi), rata+ata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir

pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 hingga 9 %.

Perkembangan inflasi yang terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah serta nasional

menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2018 inflasi Kabupaten Purbalingga berada

pada 3.01 persen diatas inflasi provinsidan nasional yang masing-masing sebesar 2.82dan

3.13 persen. Sedangkan inflasi Kabupaten Purbalingga tahun 2019 sebesar 2.59 persen.

sedikit lebih rendah dari inflasi provinsi sebesar 2.62 persen dan lebih rendah dari inflasi

nasional sebesar 3.32 persen. Namun, pada tahun 2020 dampak pandemic Covid-19

menyebabkan laju inflasi menurun dimana di Kabupaten Purbalingga menunjukkan angka 1.9'

Perbandingan inflasi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 -
2020 dapat dilihat pada gamber berikut ini :

2,82

1,56

20l:6 2017 2018 2019 2020

f (¿þ. Purbalingga -þProvinsi Jawa Tengah '-'r'Tl''*Nasional
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Prospek perekonomian Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diperkirakan sangat

dipengaruhi oleh perkernbægan pøekonornian global, nasionat dæ kebiiakan regiord

meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun 2022 pada kisaran 4,8. Kondisi

,peækonornian pur.balirgga ,tidak @æ atas peran dan ardr an ,Provinis Jaun

Tengah, Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan

Kesej*teraan,dan Perekonornian[hsyæakat DidukungPengüataa ÐayaSaing Ekoaornidart

SDM", dengan target sasaran yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

a. Angka Kemiskinan turun menjadi11,42-1 ,21o/o;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,96 - 5,88%;

c. Ferlumbuhan Ekoaomiantæa3,93 - 5,N/o;

d. lnflasipada angka 3,0*1;

e. NilaiTukar Peþni 10356;

f. lndeks Pembangunan Manusia sebesar72,43

Sêmentara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap

perekonomian Kabupaten Purbalingga antara lain :

a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19

yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19

sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Purbalingga;

b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari

sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang

besar untuk mempcrkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi

kefompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan,

bank telah ræneta$<an ke$jakæ nreneþr yarg d<orrÐddif dengan nærqgunakan

beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian, Otoritas keuangan

jugarnenyusrnstimuhrsuntr¡krnen&*Enginft¡Srf sertatlMKMnetatr irediscotmtkedt

c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antamegara juga dilakukan dalam

rangka penã€trrarì dafipak ur*dì GOV-|Ð-19.

d. Kebijakan nasionalterkait kegiatan strategis nasionaldi Kabupaten Purbalingga, antara

lain rencæa operasionalisasi Bandar udæa Jenderal Besa Soedirman, pembangunan

Tol yang menghubungkan pantura dan pansela, reaktivasi jalur kereta Jawa Tengah

b4iat selatsr, Perúangunan Teffninâltype A, penftûngunan iæingan irigasibendung

slinga intage utara, Revitalisasi BLK Purbalingga dan lainnya.

Beberapa tantangan gtobal dan nasíonal yang harus dihadapi Kabupaten

Purbalingga yaitu :
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a. Dengan meningkatnya kasus COVIÐ-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin

tidak dapat dipastikan baik di tingkat global mat¡pun domestik. Penyelesaian yang lama

di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas

'ekor¡srni drtrtria, lerutãna ekspor{ prodrrk ptrbatirqga .seperti :bulurnata "palsu .dan

perlengkapan kecantikan lainnya.

b. Froses pemuffian eftonomi gbbal ùn &ræSk yarg lænhat d4Êt ber,dærpat @
kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain ifu penerimaan negara

rræih dhdækæ gda kntãìgãr ,behrn @imalnya penerirnaar ,FNBP SDA 'þr6¡¡¡ig¿s.

c. Tantangan darisisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya outcome atau output

yang dihæilkæ¡ aÞs belffia regara; (4 tingEthfia kebuh¡hæ perdææn progrãilÌ

prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.

d. Ðaistsi perntiayaff, taúaqm ywg dihd4iadaldl n€sih brffiamya $ffiersffier
pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

e. Perubahan pda perihnu* dan stnkturpelekorronriæÌ, bak glffi maupun dornestik pasca

pandemiCOV|D-19, antara lain : (1)perubahan bentuk rantaipasokglobal; (2)perubahan

petspelrtif imæstor dan sektor priodtas inyestasi; {3) penúdtan Ha ker¡a perusahan dan

pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan tranformasi investasi ke padat modaldan

telffobgi.

f. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali

nonnal pasca pandemi COVID-19. ùmia usatra akar dih@ran trdaffianaìfnaìsial
dan membutuhkan modalinvestasiyang besar untuk dapat bangkit kembali.

g. Sisi permintaan akan nak secara berHrap yang akan bedampak pada penerirnaan dunia

usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisitenaga kerja setara

padaposisiseöefumCOV|Ð-19te,ridi. Ðiæatyangùersamaan,duniausdËúhdapkan

pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor

keuangan yang bebm stabiL Unfuk ihr, upaya pemulihan ekonomi han¡s diarahkan

kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi

covrÐ-19.

h. lsu penguatan ketahanan energi, dan airdimana ketergantungan kabupaten purbalingga

terutarna unfuk pngernbangan ffiara þderaÌ besæ sudirman membutuhkan ctkup

besar.

i. Keffitanan industripadwisatayang tert€rkan dinrasacovid-l9mernbututrkan surnberdaya

besar untuk menjaga dan membangkitkannya kembali.

Dalam upaya menjawab tantangan tercebut, maka upaya yang akan dilakukan

dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :
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a. Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 diarahkan untuk menggerakkan kembali

industri, investæi pariwisata dan ekspor, npHt¡i berbagai üpqra penguabn sektor

kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infnstruktur,

psfibangnnar SDù{, d<sekrasi inyestasi, pernulihan indüstri dan perdaangan,'serta

pembangunan pariwisata.

b. [rfewuiudkan ketertibæ hukum dæ ketenteraman dalarn rnasyarakat guna rnenjanin

kegiatan usaha dalam masyarakat dapat tersefenggara dengan baik.

c. Meningüatkan pelayann peni¡n-æ udra secara terpdu, mfuk rneningftdkan ünitünit

layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis

agardapat menjadi usaha formaldan mudah mengakses kredit perbankan.

d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar

tradisional, perlindungan UKM)agarberfungsidengan baikdan sektor-sektorlain seüqai

penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.

e. Peningkatan produktivitas tenaga keda, menyempumakan sistem pengiupahan,

peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.

f. Meningkatkan ftoüdinasi anta Perangkat 'Daerah, kerjasama antar daeratr,

mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor

ir¡formal. Melah¡i'keriasarna kemitman dan program tanggung iavi,ab sosiat perusahaan

(program CSR) dari dunia usaha unfuk mengembangkan usaha kecil dan menengah

(UKM) dan tembaga keuangan mikro (LKM).

g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life

skitls), tehologi bpatguna, produktivitaskerjadan keterarnpitan yang beniffiHnis

Memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan makro Provinsi Jawa Tengah

di atas serta mernperhatikan tantangan dan potensi'perekonomian daerah,"maka sasaran

makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022 diproyeksikan

seb4ai berikut:

a. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,0 - 4.5 persen

dengan pendapatan per kapita sebesar Rp. 30.055;600. Kebijakan elonomi lGbçaten

Purbalingga difokuskan pada upaya pemerataan antargolongan pendapatan dan wilayah

dengan mengedepankan pernbangunan ekonomi berbasis cornparative advantages dan

competitive advantage (digital) dengan preferesi perilaku milenial dan leisure ekonomi

dengan seoptirnalmungkin rnemanfaatkan bandara'baru,'pembangunan tol'pengtrubung

pantura dan pansela, pembangunan universitas baru dan proyek nasional lainnya;

peningkatan ksnektivitas dãn peningkatan kualiÞs infrastn¡ktur kewilayahan;

perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil;dan pengembangan investasiyang

mampu menyenp tenaga keria terampil.
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b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 14,5-15,5 persen, yang akan

diupayakan melatul 1) pengurangan beban pengeluaran ba$ maqrarakatmiskin; melalui

pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air

minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan unüik sÊmua

dengan menggerakkan potensi social capital dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat

melalui pengembangan ke$aÞn perelonomian daerah. melalui sinergitas antara

program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan

masyarakat.

c. Trngkat Pengangguran Terbuka diharapkan pada kisaran 5-6 persen. Tantangan yang

perlu dþrhdikan adalah afuryâ peningkatan kuatitas SDM utarnanya bai penduduk

usia produktil serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.

d. lnffasi diiaga terada dibawah 4 persen, dengan menjaga distibusi barang.barang

strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.

e. lndeb Pembangunan'Manusia di@tan dapat rnencapai lebih dart 69,5. Upaya

pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan

mengutarnakan gaakan-promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan

dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan

rnendorong anak tetap sekotah.

Proyeksi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga tersebut, disusun dengan

mernperffiikan tondisiekstemalúan internal yang terkembang, serta realisasi indikator

makro tahun 2018 dan 2019 serta proyeksitahun 2021 dan 2022 selengkapnya sebagaimana

dalam tabel berikut

Realisasidan Target lndikator Makro Ekonomi Kabupaten Purbalingga

Sumber: RKPD Kab. PurbaffnggaTahun 2022

Proyeksi

20t2

30.055,6

19.389,4

33.330

4,5-5,5

<4

7,2

<15

<5

> 69,5

2021

27.563,4

18.326,4

31.037

3,5 - 4,5

<4

1,3

<15,5

<5,5

>69

Realisasi

mm
25.081,59

17.174,55

24,798

-1,23

180.
1,58

15,90

6,1

68,97

2019

24.190,08

17.387,94

24337

5,65

2,59

0,97

15,03

4,78

68,99

Satuan

Rp.M

Rp.M

RpRibu

Persen

Persen

Persen

Pensen

Persen

Angka

lndikator Makro

PDRB ( HB )

PDRB ( HK)

PDRB peftapita (HB)

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat lnflasi

Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Miskin

Tkt. Pengangguran

IPM

No.

1

2

3

4

5

6

7

I
I
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B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 ïahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 ïahun 2003 tentang

Keuangan Negara; Undang.undang'Nomor f Tahun 2004tentang Ferbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 tahun 20M tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan' Negara. Pedoman lebih teknis æfanjuhya ffiur dengan Feraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan

dalam peraturan MenteriDalam lleged ñomor 77 ïahun 20191entangTeknÍs Fençlolaan

Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hakdan kewajiban yang dapatdinilaidengan uang,

demikian pula segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik daerah

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewaiiban daer*r tersebut. Hak daerah adalah

mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan paiak daerah, retribusi daerah atau

sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangfta

melaksanakan urusan.

Proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dilaksanakan dengan

menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan

penganggaran dari yang berbkus kepada pos belanjalpengeluaran pada Kinerja terukur dari

aktivitas dan Program kerja. Dengan adanya tolak ukur dalam pendekatan ini akan

mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kineria dalam pencapaian tujuan

dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk

mengkladfikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang

berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat

indikator yang relevan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran;

pelaksanaan dan penatausahaan; serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan

keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasiyang diwujudkan dalam

Siklus APBD. APBD pada dasamya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan

digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam safu tahun anggaran. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan kineþ yaitu suatu sistem anggaran

yang mengutamakan upaya pencapaían hasíl kínerja atau output darí perencanaan alokasí

biaya atau input yang ditetapkan.
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Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan

pemerinHran daerah. Fendanaan petaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan

kemampuan keuangan daerah, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan

daerah yang cennat dan akurat, agar pelaksanaan pÉrTùafigunm dan peryelenggaraar

pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu, transparan, partisipatif, tertib,

efisien, ekonomis, efektil dan bertanggung jawab serta sesuaidengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022

disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

keuangan Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan yang tertuang dalan RPJMD

lGbupafen Purbalingga tahun 2021- 2026" Dalam rangka meninglcatkan kinerþ keuangan

daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022, arah keb'{akan yang ditempuh tetapberpedoman

pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta

pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang, maka kebijakan

keuangan daerah Tahun Anggaran NT2.diadnkan untuk:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, non ASN untuk satu tahun, gaji CPNS dan PPPK

formasi N21, dan Penerapan TPP berdasarkan kelas jabatan;

2. Melakukan efisiesiensi belanja operasional/ rutin SKPD antara lain : penghapusan diklat

pegarai, pengadaan peraHan ftantoç

3, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalalui pendampingan dan stimulus kepada

UMKM, lndustri, pertanian, ketenagakeriaan, dan pariwisata, termasuk pembangunan

MallPelayanan Publik;

4. Pemeliharaan lnfrastrulrtr¡r Dasar (ialan, irigasi, kelengk4an ialan) temasuk lanjutan

penyelesaian beberapa infrastruktur (GOR lndoor, Gedung DPRD);

5. Perlindungan sosial bagt OÐKts, Pantt asuhan, yatim piatu, santunan kematian, jaminan

kesehatan maskin;

6. lvlempertahankan penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehabn secara

berkulaitas;

7. FenguatanPembangunan Desa;
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III. ASUMSIDASAR PENYUSUNAN APBD

A. AsumsiDasaryang Digunakan Dalam APBN

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menimbulkan dampak tidak hanya di bidang

kesehatan namun juga berdampak pada bidang ekonomi. APBN 2021 neryadi instrumen yang

rnemberidukungan penuh untuk penangnnandampak Covid-l9terhdap kesehatan, termasuk

vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Kebijakan untuk valainæi covid-19 akan dilaksanakan æcara gratis untuk seluruh mæyarakat

di lndonesia. Vaksin gratis tanpa syarat menjadi bentuk kehadiran negara untuk rakyat, dan

pioritas pemerintah adalahpenyediaananggaran untuk rnernenuhi kefutuhan pengadaandan

distribusivaksin, serta pengawasan ekstra dalam setiap tahap.

Strategi vaksinasi berlandasan hukum dari mulai Perpres 9,9,12A20 mengenai

Kebutuhan anggaran penyediaan vaksin mencapai Rp.74 triliun yang rencananya akan

dipenuhi melalui alokasiAPBN 2021 sebesar Rp18 triliun; realokasl anggaran PC PEN Tahun

2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta refokus dan realokasi belanja t(1. Tambahan pagu

anggaran l(emenkes untuk pengadaan vaksin Rp637 miliarpada tahun 2020 dan untuk 2021

ada sisa anggaran yang di passthrough tahun 2021 didalam rangka untuk vaksinasi. Dukungan

pemerintah daerah adalah menyukseskan program vaksinasi melatui distnbusl dan

penanganan vaksin di setiap provinsi dan puskesmas serta operasionalisasi vaksin di

lapangan. untuk rnendukung pr€gram vaksinasj, Pemda harus mengalokasikan minimal 4%

dari alokasi DAU tahun anggaran 2021.

Adapun dampak di sektor keuangan sangat mendalam, dampak di sektor keuangan dí

awal periode pandemiyaitu Januari hingga April berakibat dana asing keluar (capitaloutflow)

dari fndonesia total sebesarRp'|59;6 triliun daripasar saham, SBN, dan SBl. Kemudian yield

SBN 10 tahun sempat menyenfuh angka 8,38%, cadangan devisa bulanan turun hingga

USDIO miliar pada Maret, dan kredit rnelambat sebesæ 3,0470 tahun ke tahun pada Mei.

Kesemuanya itu, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomidi kuartal 1,12020 secara tahun ke

tahun merosot hingga -5,32o/o. Selain itu *ebijakan perpajakan untuk insentif dunia usaha,

kebijakan defisit di atas 3% PDB di tahun 2020-2022 dengan UU No.22020, pembiayaan

penanganan Covid-l9 altematif bekeriasama dengan Bank lndonesia melalui burden sharing.

Untuk kebijakan moneter yang dilakukan Bl, suku bunga diturunkan 1@bps, quantitative

easing, pelonggaran Giro Wajib Minimum dan kebijakan makroprudensial. Untuk sektor

keuangan, pemerintah melakukan restrukturisasi kredit untuk UMKM serta pelonggaran

ketentuan mikroprudensial.

Bank Dunia mencatatkan ekonomi lndonesia 2021 akan membaik dan perlahan

menguat pada2022. Halinididasarkan pada pembukaan ekonomi tahun depan yang diikuti

pembukaan lebih lanjut serta dilonggarkannya aturan pembatasan sosial separyang 2022.
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Bank Dunia memperkirakan untuk pertumbuhan ekonomi lndonesia tahun 2021 akan berada

di angka 4,4 persen yary secara urnüm didorong oleh pemutihan konsurnsiswasta, seiring

dengan longgamya pembatasan sosial. Perkiraan tersebut juga mengasumsikan bahwa

keperrayaan konsurnen reningkat.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi lndonesia unluk2022 diperkirakan menguat ke

level 4,8 persen didorong oleh menguatnya konsumsi, investasi dan meningkatnya

kepercayaan dengan syarat tersedianya vaksin yang efektif dan aman. Di sisi lain, menurut

Bank Dunia proyeksi ¿¡cuan dasar ini akan dipengaruhioleh keffiakpætian yang sangat tinggi

terkait dinamika pandemi di lndonesia dan di negara-negara lain. Bank Dunia mencatat

adanya potensipertumbuhan lndonesia merosot menjadi 3,1 persen pûa2021dan 3,8 persen

pada2022. Lebih rendah dariskenario terburuk akibat pengetatan PSBB, pertumbuhan global

yang lebih lemah dan harga komoditas. Oþh sebab itu, kinerja pertumbuhan jangka menengah

lndonesia sangat bergantung pada penanggulangan potensi dampak negatif krisis terhadap

investasi, produktivitas dan modal manusia.

Hal ini yang nantinya bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi lndonesia ke level

sebelum pandemi COVID-19. Potensi pertumbuhan ekonomi bisa brwujud apabila sernua

unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi

oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi, investasi dan eskpor dengan dukungan belanja

pemerintah secara proporsional. Konsumsi akan dijaga melalui inflasi pada tingkat yang

rendah dan terkendaliguna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, program bantuan sosial

akan digunakan untuk mendorong pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebufuhan

masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, Di sisi lain, investasi perlu terus

ditingkatkan melalui perbaikan dan penyederhanaan regulasi, perbaikan iklim investasi, dan

pemberian fasilitas investasi dan promosi investasi. Hal ini agar pemerintah lebih pro-aktif

dengan menjajaki langsung perusahaan yang akan berinvestasi di lndonesia. Namun,

lndonesia juga perlu mewaspadai gejolak arus modal global seperti yang terjadi pada tahun

2018 yang berpotensi melemahkan investasi. Karena itu, peningkatan pertumbuhan ekspor

akan diupayakan melalui kerja sama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa

Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Meningkatkan peran UMKM dalam aktivitas ekspor

dan investasi, baik melalui insentif fiskal maupun moneter wajib dilakukan, lnvestasi juga dapat

diarahkan kepada UMKM, terutama UMKM yang berorientasiekspor, hal inidilakukan untuk

mendorong program UMKM tumbuh dan naik kelas secara intensif untuk rnencapai target

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Adapun untuk mencapai angka pertumbuhan yang tinggi perlu adanya upaya keras

dan sinergi lintas sektoral. Untuk itu, pemerintah akan menggunakan semua instrumen

kebijakan yang ada, baik fiskal, tenaga kerja dan sektor riil, sektor keuangan, perdagangan

intemasional, dan kerjasama dengan otoritas moneter. Dari sisi sumber daya manusia,

pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang, serta perbaikan sistem pendidikan akan
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diperlukan. Pemerintah akan bekeria sama dengan dunia usaha untuk memperbaiki kualitas

dan produktivitas tenaga kerja, dengan memanfaatkan teknologi dan kegiatan penanaman

modal baik domestik maupun asing. Selain itu, infrastruktur juga dinilai penting untuk

rnenunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan rnenìngkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan secara masif akan terus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan. lnfrastruktur

juga rnenopang pemerataan pembangunan dan menopang usaha kecil menengah dalam

akses pasar dan memanfaatkan ekonomi digital dan e+ommerce.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga fokus meningkatkan kuditas dan

pemerataan kesejahteraan di seluruh daerah untuk semua lapisan ekonomi, terutama

kelompok termiskin dan rentan. Sebab, pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan

berkualitas sehingga dapat berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat

kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, asumsi dasar ekonomi rmkro yang

digunakan sabagai acuan di dalam RAPBN 2022 sebqai berikut:

Asumsi Dasar Ekonomi filakro RAPBI{ Tahun Anggaran ã122

ASUfIISIÍTARGET

4,5 - 5,5

3,0t1

7,29

Rp,14.600/l.JSD

45

705 ribu per hari dan 1.ffi7 barel

setara minyak per hari

INDIKATOR

Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)

lnflasi(%, yoy)

Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)

Tingkat Suku Bunga SBN l0 Tahun (%)

Nilai tukar rupiah terhadap dolarAS

Harga minyak mentah lndonesia (US$/barel)

Lifting minyak dan gas bumi

B. Asumsi Dasaryang Digunakan dalam APBD

Selama tahun 2020, inflasiyear on year (yoy) secara umum mencapai 2,59 percen.

Apabila dibandingkan dengan ínflasiyoytahun 2019 terjadi penurunan, karena inflasi ¡roytahun

2019 sebesar 3,01 persen. lnflasi di Kabupaten Purbalingga sangat dipengaruhi oleh inflasi di

ProvinsiJawa Tengah maupun inflasi nasional.

Asumsi pemerintah atas laju inflasi nasional pada 2022 sebesar 3,0 t1 persen akan

berimbas pada asumsi inflasi daerah. Ada dua hal yang sangat mempengaruhi inflasi yakni

volatelifæd dan harga untuk komoditas yang harganya diatur pemerintah atau dministered

pnces. lnflasiKabupaten Purbalingga diasumsikan dibawah 4 persen apabila pemeñntah tidak

melakukan kenaikan harga BBM, tarif listrik maupun gas. Berdasarkan pengalaman, apabila

terjadikenaikan pada barang administered prices maka inflasi Kabupaten Purbalingga diatas

inflasi secara nasional.
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PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016-2019 terus

mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Purbalingga

mencapai Rp. 14,8f juta, meningkat menjadisebesar Rp. f5,ôl juta pada tahun 20f 7. Pada

tahun 2018, kembali terjadi kenaikan PDRB menjadi Rp. 16,45 juta, sedangkan tahun 2019

PDRB perkapita mencapai Rp. 17,38 juta. Pertumbuhan ekonomiyang cukup tinggidan laju

inflasi yang terkendali sebagaimana asumsi diatas diharapkan akan mampu meningkatkan

pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanaì yang terjaga serta tingkat

kepercayaan pada pemerintah melaluidukungan seluruh elemen masyarakatmerupakan salah

satu faktor unfuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai

fasifitatordan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya

investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang

signifikan untuk pengembangan daerah.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka asumsi dasar yang digunakan dalam

penyusunan RAPBD 2022 adalah sebagaí beríkut :

Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBD Tahun Anggaran 2f122

Asumsi

19.389,4

33.330

4,5 - 5,5

<4

1,2

14,5 - 15,5

<5
> 69,5

Satuan

Rp.M

Rp.Ribu

Persen

Persen

Persen

Persen

Persen

Angka

lndikator Makro

PDRB ( HK )

PDRB perkapita (HB)

Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat lnflasi

Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Miskin

Tingkat Pengangguran

IPM

No

1

2

3

4

5

6

7

I
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IV. KEBIJAKAIT PETtDAPATATT DAERAH

A. Kehiakan Perencanaan Pandapatff yang Dþroyelrsikan ïahun2022

Pen@dan daetdr næn¡pakæ snua hak dædr yang ffii¡iæbaEaieeßambah

nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah

dalara. APBÐ,nerupakær ærkiraan yæE'terukur, ræiond serta mernilikl kepastitrl dM
hukum dalam penainnarnya. Pendapatan,Dærah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli

Dærah {PAD), Pendapatan Transfer, dan Lainlain Fer¡dapatan Dffidl ymg Sah.

PAÐ merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bersumber potensl daerah,

t€rdiri dari pajak daerah, retribusi fu*r dar,r hæil'pengdolaan kekayaa* daerah yætg

dipisahkan, serta lainlain PAD yang sah. Penerimaan pendapaÞn æli dærah ini sangat

diprryaruhi sleh kondisi pereksnsmían di daerah. Sedangkan Pendapabn farËÍer

bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas : i) dana

perimbangan, il) DlD, ii[] dana otonomi khusus, iv] dana keistimewaan, dan v] dana desa; b]

Transfer antar daerah yang terdiri atæ : i) pendapatan bagi hæil, dan ii) bantuan keuangan.

Laill-lainPendapatan Daerah yang Sah bersumberdari+libah, Dana Dan¡rat, dan/atau Lain-

lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purballngga se[ama kurun

waktu tahun 2019 -20n serta Anggaran tahun 2021 dapat dilihat pada tabel bedk¡t ini:

Realisasi Pendapatan Kabupaten Purbalingga Tahun ã119 s.d tahun 2020

serta Target Tahun ã121 (dalam ribu rupiah)

APBDTahUñ
mzt

1.975.765.702
258.æ3.?28

54.547.00û

12.097.725

16.779.897

174.868.606

Lffi2.3/-iL624
1.485.362.848

1.m.w4.417

882.807.723

25.293,473

857.514.250

339.286.694

121.163.317

218.123.3ft
16.385.091

Realisasi2020

r.952.749.301

313.618.€88
58.829_669

11.072.9U

21.682.472

222.033ß13

1.S19.',tæ.862

1.420.758.825

1.144i.4A5.0n

873.100.126

32.048.138
841.051.988

271.304.900

63.818.587

2A7.486.313

30.678.594

Realisasi
Tahunfrl9

2.076.658.114

305396.806
62.233.743
14.721.765

24.642.1M

208"399.r52

1.674.265.4ô7

1.552.774.298

1.271.724.246

939.010.292

20.781.æ7
918.228.685

332.709.913

|n.59¿.152
210.117.764

43.832.487

Uraian

f Pendapatan Daerah

1.1 Mapatanælidaerah;
a Paþk daerah;

b Retibusi daerah:

c
l'ffi pngebhankekayaan
daerah yang dípisahkan;

d l¿in-lainPADyangsah.

1.2 Pendapatantransfer;
a Transfer Penterintah Pusat:

i Dana perimbangan;

Dana Transfer Umum;

+ DBH;
+ OAU

Dana Transfer Khusus

+ DAK Fisik: dan
+ DAK Non Fisik

ii Dana insentïdaerah;
iii Dana otonomi khusus:

ìv Dana keistìmewaan;
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APBD Tahun
2021

246.883.340

127.009.776

112,992J76
14.017-000

105.099.850

12.',\63.7ffi

92.936.100

Realisasi2020

245.675.204

118.371.037

104.798.564

13"572.473

99Érû150

a#Èffit

95.630.750

Reafisasi
Tahun 2019

237.221.605

121.491.169

112.012.678

9,478.491

96.395.840

4.500:000

91.89s.840

Uraian

v Danadesa.

b Transfer antar4aenh.
i Pendæaþnbagihasil;
ii Banfi¡an keuanqan

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah

a Hibah:

b Dar¡adarurat danlaÞu
c Lain-lain pendapaþn

Pendapatan daerah dianggarkan secara bruto, artinya dianggarkan sebesarseluruh

hak yang sehanrsnyaditerirna tanpa dikn:¿ngi biaya dalam nngka mernperoleh pen@an

tersebut. Meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan sebagai dampak pandemi

covid-19, narnun pemeirntatr daerahterusberupayaunfukmenggalipotensi.pefl@an yang

tidak terpengaruh. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2A22adalah sebagaiberikut:

1. E-monitoríng pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data

transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan alat perekam data transaksi usaha

waiib pajak.Tujuan darieMonitoring Pajak Daerah antara lain :

- Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak

- Mernpermudah Waþ Paiak dalarnrnenghitung paiak yang harus disetorkan

- Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan p4ak

- lVlempercepat pelaporan data peneñmaan pembayaran subjek pajak

- Merì+ngkatkan hansp+ansi dan akurasi data pembayæan subþk paiak

- Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak..

2. Penggunaan ZNT BPN sebagaidasarprhitungan l,lJOP PBB P2.

3. lmplementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah

4. Fenyusunan kaiian potensipaiak dan retribusidaerah

5. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan

Retribusi Ðaerah sesuai dengan kondisi dan perubahan perafuran Perundangan

6. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

7. Meningkatkan kinefia Badan Usaha Milik Daerah (BUMÐ) dalam upaya meningkatkan

keuntungan agar meningkaü<an kontribusi Pendapatan Daerah;

8. Optimalisasipelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)melduipencþtaanbrând

image;

9. Optlnr*tsæi mærajernen kas daerah dengan rnemanfaatkan idle cash datam bentük

deposito;

10. Feningkatan kualitæ manaiernen æet daerah rTpffiri inwntaisæi, sertiffirasi dm

optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
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11. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan

Dana Bagi HasilPaiaklBukan Pajak.

a. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan Bagi

+{asil PaiakÐu{ran ffi<meffiti Fnbdtauæ dda yang'tratid.

b. Mengupayakan peningkatan alokasi danadana dekonsentrasi, tugas pembantuan,

dan dana hibah lainnya.

c. Meningkatkan kedasama Pemerintah dan swasta.

B. TargetPendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yangditetapkan, Pendapatan

Daerah Kabupaten furbalingga Tatrun Anggaran nn dihrgeü<an sebesar

Rp2.015331,088,000,0S yang terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.280.256.514.000,00 atau sekitar 13,91% dari

totat tæget pen@an. Pendapatan Asli ûaerah terdiri dari dari Pajak Daerah

Rp.55.825.@0.000,00, Retribusí Daerah Rp.13.490.181.000,00, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dþisahkan Rp.17.956.312.000,00, serta Lain-lain PAD yang

Sah Rp. I 92.985.021 .000,00.

2\ Pendapatan Trans{er ditargetkan æbesar Rp.î.719,û87.824.00û,00 atau 85,30#o dæi

total pendapatan. Pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat

sebesar Rp.1 .591 .S5.824.000,- dengan kornponen :

- Dana Perimbangan sebesar Rp.1.344.587.620.000,00, terdiri dari : Dana Bagi

l'lasil sebesar Rp.27.096.587.m,m, Ðana Alokasi Urnt¡m sebesar

Rp.830.529.715.000,00, dan Dana Transfer Khusus / Dana Alokad Khusus

sebesar Rp.486.S1.318.ffi,û0 (ÐAK Fisik Rp.171.045.ff6.000,00 dan DAK

Non Fisik Rp.31 5.91 5.322.000,00)

- Dana DesasebesarRp.247.368.æ4.000,0û.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berupa Pendapatan Bagi Hasil

serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengrah ditargetkan sebesar

Rp.127 .132.000. 000, 00.

3) Lain-Lain Pendapatan Ðaerah yang Sah sebesar Rp.15.986.75û.00û,0û aÞu 0,799/o

dari total target pendapatan Tahun Anggaran 2022.
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V. KEB}JAKAI*BETANJA I}AERAH

A. Kebijakan terlraitdengnn Perencanaan Behnja

Kemampuan keuangan yang ælatff terbatas mengharuskan pemedntah daerah

unhk menetapkan kebijakan belania berdasarkan prioritas. Kebffian Belania [MÌ
Kabupten Purbalingga Td¡un 2AD.wn umurn diarahkan u*tuk mendanai pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadiurusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasat Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasa[

Urusan Pilihan, Penduhrry tlrusan, Fenunjang Urusan, Fengawæan, Pemerintahan Umum

dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan

bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Ðaerá. Dalam

penyelenggaraan urusan Pernerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs.

Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka

peningkatan inovasipelayanan publikdan reformasibirokrasi. Selain itu, pelaksanaan urusan

wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) yang telah ditetapkan,

Perkembangan realisasi belanja daerah Tahun 2019 sampai dengan 2020 serta

anggaran belanja Tahun.fr21 dapatdilihat pada tabel berikut ini :

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun ã119 s.d Tahun ãlãl
seña Tahun 2021 ñbu

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 secara umum

diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menþdi urusan

kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib

yang Tidak Berleitan Dengan Pelayanan Dasar; lJrusan Pilihan, Pændukung Urusan,

Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya

dalam bagian atau bidang terlentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggnraan urusan

379.719.086

APBDTahun
ñ21

¿01ô926.ô13

1.402.093.853

222.940.ffi2

5.235.873

386.ô56"824

6.937r38

1.360.171.409

130.334,116

387.518.917

RealisasiTahun
w¿o

1-894375529

9.913.347

394.456.6s5

6_937J38

RealisasiTahun
2û19

2;wL727&fi

1.438.969.577

%2.136.781

206.810

361.414.681

6.645.949

354.768.732

1.1 Belanja Operasi

1.2 Belania Modal

b Belanja bantuan keuangan

Uraian

f BelanftrlÞeratr

1.3 Belanja ïdak Terduga

1.4 Belanja Transfer

a Belaniabagihasif dan
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Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat sebagaimana diarusutarnakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang,

pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkabn inovasipelayanan

pid'* dan refonnasi .bircþasi. Selain itu, Pelaksaman {nusiìn waiib ,petayanan dasæ

dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetækan.

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2020 dan

ped<irær per$apaiflr Tdtw æ21, rnd€ l€tü¡kæ rm{il{r üdã¡þ t<aUmæt A¡*ainW
pada Tahun 2022dtpnontaskan pada:

a Fenngrn*Ïtrr kebr¡ftfwr belartia waib, behn¡a perkdk dæ bebnþ ncngikat yarg

meliputi belanja pegawai, belanja operasional unfuk menunjang kelancaran pelaksanaan

frgas pemerinffiian, pernbangunan, dar kemaqffiatan, dan behrþ legidm d€r€art

dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan

efr$o'n$ dæ¡ efuktivitas;

b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Rekonsfuksi sosial pasca covid dan

arsinftmnsisffi
c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi

nngrarakd berbaris ænpæatiw dwnt4es dan competitive dvætage (dtgitd)

dengan preferesi perilaku milenial dan leisure ekonomi

d. tænùlayai p{ogftiln dar kegi*an ddãn ragt<a Penænuäæ kefutfrsr poil€k

masyarakat;

e. È4ernbiaya+ proÍ¡ræF dffi kegi#r dahn ra$ña Akss perdktkafi urfr¡k semta dæ¡

Layanan kesehatan yang baik;

t. il{erålayaipogandm ke$*md#n ngftam€rÌúor€r€ Perdiffiwì {e4ffi{rffiìdtrr

tempat ibadah;

g; ltlernUirya¡ progranr dar"F kegbÞn ddærÌ ræ$ta rænir¡dca*æ kmËþs kÉra$rtktür

konektivitas wilayah dan lingkungan

h. ftúefiüiayai1nugrsn dæ {tqgidmdaffi {ã{d€fi{endsn0ng Gerdwt'mw$w'qn¡n desa

i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong lnovasi pelayanan publik

dæ¡ penfoqftdan hditas keHnbagaan ærnerirøf¡ daerah

B. Rencana Belanja Operasi, Belanja ilodal, Belanja Transfe¡ dan Belanja Tidak Terduga

Be{anþ Mr tahun æ22 @<siltan sebesar Rp.2.073.343;$8.000;00.8e}ar¡ja

initerdiridari :
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1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.417.826.435.168,00. Belanja ini digunakan untuk

membiayai belanja PegaÌval Belanja Barang daR Jasa, Belanþ Hibdl, dæ Belarqa

Bantuan Sosial.

2. gelania ùrlodal seùesa &212$73.964832,00.Selania modaliniterdiridaiEelanja

Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan

B¿rrryrrnr¡fii Belanþ h4odatJatan, lr.igasi, danJartrgan, serta Betãrtia h,bdatAs€f Tetåp

Lainnya.

3. Belarþ Tiùk Tffihga seüesar &.1 3.7û0,000,000,00. BelaìF f'ffi ffisga disiapkan

untuk penanganan bencana, bantuan sosial yang tidak terencana, serta penanganan

pardemiævid-19

4. Belanja Transfer sebesar Rp.399.743.188.000,00, terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada

Pemnerintah Ðesa dan EeFaæ 8æfttan Keu-¿ngan kepada Pernelinþrh'Desa.
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VI. KEBIJAKAI*PEÍUTBIAYAANDAERAH

A. KebijakanPenerimaanPmbiayaan

Se$rai der€ãr k€*entrffi perãfurff eeqmdaq+¡røsqã1 dalffii hal aqgmt

diperkirakan defisit maka ditutup dengan pembiayaan- Sumher penøimaan terdiri dari Sisa

Lebih Ferhifungan Anggraran Tahun Sebeh¡mnya, Pereimaan Pinjaman DærafÌ, Perprirnaæt

lGmbali Pembedan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penþan lGkayaan Daenh yang

Oipls**an.

Kebiiakan penerimaan pembiayaan Tahun 2022öiæahkan untuk pemanfaatan SILPA

Tahunsebelurnnya, SiLPA iniberasldariperkiraanefisiensibelania. Sit-PAT*Ìun2021 yarç

diproyeksikan di Tahun 2022 sebesar Rp.62.375.000.000,00"

B. Kebffian@uann Pembiayaan

Dalam halanggaran diperkirakan surplus atau terdapatselisih pembiayaan netto, maka

dimanfuatran untuk pengeluarian pembiayaan yang dapat berupa penyertaan modaf

{investasi}dærah, pe,mbent{¡kan dana eadangian, dan pemberjan pinþman daerah. Realisasi

Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 -2020 danAnggaran Pembiayaan

Tahun 2021 sebagaimanadalam tabel berileut:

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun ã119 s.d ãlãl
dan Tahun 2021

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2022 direncanakan akan dimanfaaü<an

untuk penyertaan modal pada 8UMÐ. Pembiayaan ini dirnaksudkan dalam rangka

memanfaatkan potensi BUMD sebagai profit center yang dimiliki pemerintah daerah. Alokasi

pembiayaan untuk penyertaan modal diberkan sesuai dengan rencana pengernbangan usaha

masing-masing BUMD yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan

modal tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp.4.362.500.000,00.

53.228.337.000

12.067.426.000

12.067.426.00t

APBD Tahun
2021

53.228.337.000

0

130.001.861.00S

8.300.000.000

8.300.000.000

Realisasi
Tahun 2020

129.990.361.009

11500.000

RealisasiTahun
nß

t2t1æ.497.291

125.136.675.308

12.821ffi3

9.086.000.000

908ô.000.000

Penerimæn Pembiayaan daer¿h.

Silpa Tahun Lalu

Penerimaan Kembali Pemberian

Piniaman

Pengeluaran Pembiayaan daerah.

Penyeftaan ßfudal

I

2

Uraian
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VII. STRATEGI PENCAPAIAIT

Sfat€gi æncagaian pefiûdpaþn sansat diperlukan dam rafigl€ mengamankm target

pere*rnaan yargdiþtækanserhsebagaiupaya rnenirq*atkanpen¿apatandærah. SfaÞgiyang

akan ditempuh di bidang pendapatan Tahun 2022 sebagai berikut :

a. fiaenærnbandcan sisþnr penrlrnsfdn.dan admini$ræi pen@atæ daerdr serta retribüsi

berbasis online.

b. trcrrfurdalpm dan rmtry4tmakl aæt yaq diarâhkan pada penirgkaÞn:penüapatan

dan mendukung prioritas pembangunan.

s. ¡as¡ryeloüa BtlMÐ.secare pmæ¡onat sehirryga diharaffarÌ fnanp$ berdqra sairg dan @at
meningkaücn de\riden BUMD dafam upaya meningkaüen setila signiñkan pend4atan

daer¿ù.

d. Meningkdtan surnber-surnber pendanaan pembangunan dari sr¡mber non APBD kabupaten

der,rgan neffi,leri¿¡sarnanernitræ$ bak derryan pemerirÉah pust; prcryinsi, srasta dan

dunia usdta, masyæakat, peryuruan tinggi flt¿tupun lemöaga/badan.

Dii samping itu, dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun Ð22 serta

penyetesaian permasalahan pembangunan, maka shategiyang akan dilaksanakan adahn sebagai

berkut:

a. Pemerataan antar golongan pendapatan dan wilayah dengan mengedepankan

pernùangunan ekorsni tqbasis corryaatt¡æ dvantrys dm æ{Ìpd¡tive dvat@e {dbital)

dengan preferensi perilaku mileniat dan leisure ekonomi dengan seoptimal mungkin

memæfadkan bærdara bæu, penÈanssraÐ tot perqhtfosrg pætura dan pærselA

pembangunan universitas baru dan prolek nasional lainnya; peningkatan konektivitas dan

pen¡r€kabn kualiks hftasm¡ft¡r len+llay*at; per{irúmgailì dat rueñú*tgan usdla

mikro kecil; dan pengembangan investasiyang mampu menyerap tenaga keria tenampil.

b. Pengrcnærgwr beban pençhræær bagi mæyæakat mis*in; melalui penenuhan kecukupæ¡

kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta

per{inúmgaì kesehatan dan pendid+kæ trntuksernua derrgan mwtggerakkan pohs¡sial

capital

e. Penirgftdæ per@dæ rnaqnrakd Erdaftri perpernbangan kegidan peræonornian

daerah. melalui sinergiÞs anhra pogram pemefinhh pusal, ptovinsi, kabupalen, dunia

usdË, FIIUn¡æ {ir€gi dff r{Ìæyarâk€t.

d. Peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia prcduküf, serta betum optimatnya

seqan tenæa kerÞ.
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e. Menjaga distribusi barang-barang stabgis dan revitalisasi pasæ tradisional dan pasæ desa.

f. Fenirçkatæ kualitas Fþryanan Kesehatæ dengøn menguÞmakan Eerakan promotif dær

preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial

masyarakat dalam rneneegah pdus selolú dan rnendorong anak teÞp sekol*.
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VIII. PENUTUP

Rencana Pendapatan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2022ini disusun berdasarkan

proyeksi, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pernbiayaan tersebut sangat mungkin

mengalami perubahan. Apabila setelah penandatanganan kesepakatan ini terdapat perubahan

pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Provinsi, terdapat perubahan kebijakan

pemerintah pusat, atau terdapat keadaan mendesak, yang berdampak pada perubahan belanja,

dapat langsung disesuaikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa

harus merubah kesepakatan KUA dan PPAS.

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(KUA) Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedomar bagi Pemerintah Kabupaten

Purbalingga dalam menyusun Prioritas dan Plafond Anggaran Sernentara Tahun21Z2dan sebagai

dasardalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022.

Puöalingga, 15 Oktober 2021

BUPATI PURBALINGGA
selaku

PIHAK KE I,
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KETUA

(
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H¡. TENNY JULIAWATY. S.E.

WAKIL

H. ADIYUWONO. S.H.

WAKIL KETUA
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